BAB Il

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Daerah
Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum untuk mempunyai batas daerah
tertentu berwenang dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan
Republik Indonesia.?®

Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbebas dari
etimologinya, dikemukakan oleh Logeman yaitu kebebasan atau kemandirian,
tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian
itu wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan

Otonomi yang dilaksanakan dalam negara republik indonesia telah diatur
kerangka landasanya dalam undang-undang dasar 1945, anatara lain adalah:

a. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

”’negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”

“Haw. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada), h. 10
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b. Pasal 18 yang menyatakan :
“Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan
undang-undang ”.

Selanjutnya semenjak proklamasi 17 agustus 1945 samapai
sekarang sudah banyak peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang
mengatur mengenai pemerintah daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pembentukan Komite
Nasional Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah.

¢. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 Tentang
Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja.

0. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
daerah.

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.



31

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
yang dibuat di era reformasi kemudian mengalami perubahan dengan undang-
undang 32 tahun 2004. Berbeda dengan undang-undang nomor 5 tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah melaksanakan asas Desentralisasi berdampingan asas
Dekonsentrasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah lebih mengutamakan desentralisasi.

Adapun pokok pikiran dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2008 atas perubahan Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsif pembagian
kewenangan berdasarakan asas desentralisasi dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi
adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas
desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang
dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan
melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.

c. Pembagian daerah di luar daerah provinsi di bagi habis ke dalam daerah
Otonomi. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada di dalam
daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah Otonom atau

dihapus.
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d. Kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, wilayah administrasi dalam rangka
Dekonsentrasi, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah kedudukanya diubah menjadi perangkat daerah
Kabupaten atau Daerah Kota.

Secara garis Besar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas
perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur lebih rinci atau detail mengenai kewenangan tiap daerah
untuk mengurus daerah rumahnya masing-masing. Seperti yang tertuang dalam
dasar pemikiran undang-undang 12 tahun 2008 dimana pemerintah daerah,
serta perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintah.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata
mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar
kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam
pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai
satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian
dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri
yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora,
fauna, adat-istiadat,  kehidupan  ekonomi, dialek/bahasa,  tingkat

pendidikan/pengajaran, dan sebagainya). %

LJosef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9
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Urusan wajib menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota

merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3. Penyelegaraan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum

5. Penyelenggaraan pendidikan

6. Penanggulangan masalah sosial

7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

8. Penyeleggaraan pelayanan dasar lainya

9. Urusan amanat lainya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-
Undangan.?

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2)
menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.%°

Setelah itu di keluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14
% Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2
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Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan,
yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah
sebagai Eksekutif.

DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama
dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna,
serta transparan dan akun tabel dalam rangka memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan
masyarakat didaerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD
merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang
mempunyai hak budget (hak untuk menetap agaran sekaligus melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD).

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung
kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakiln rakyat daerah, kepala daerah
dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin,
dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan
sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan
professional.?*

Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh

pemerintah yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun

23.

*HAW. Widjaja, tentang pemerintahan daerah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) him.
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dekonsentrasi.Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum tentu
dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa
keadilan berdasarkan potensi daerah.”®

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di
antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik
di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang
perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional,
yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan,
serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.?

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.32
Tahun 2004, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang
demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan
pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan

daerah.?’

»Bagir Manan,”Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”, Yogyakarta, 2001, hlm.67

*Ibid, him.68

2’M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Mandar Maju,
Bandung, 2000, hIm.53
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B. Tinjauan Tentang Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Hermawan Warner
Muntinge, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan
colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang
berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporanya tertanggal 14
Juli 1817 kepada pemerintahanya disebutkan tentang adanya Desa-Desa di
daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga Desa-
Desa di kepulauan luar jawa yang kurang lebih sama dengan Desa yang ada di
Jawa.”®

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang
merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem
pemerintahan di Indonesia dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara.

Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh kunci
pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan
dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut
UUD 1945 hasil dari amandemen Keempat Indonesia adalah negara yang
berdasar atas hukum.

Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas

%3adu Wasistiono dan M. Irawan Tahir., Prospek Pengembangan Desa.(Bandung: Fokus
Media, 2007),h.7.
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dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum
serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau
yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.”’

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam
Undang-undang untuk dapat mewujudkan pikiran-pikiran Desa sebagai satuan
pemerintahan, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Daerah, melalui pasal 200 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan Desa adalah:

a. Dalam pemerintahan daerah  kabupaten/kota  dibentuk pemerintahan
Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawatan Desa.
b. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan

memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

# HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta : PT. Raja
Grafindo, 2009)h. 99
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c. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa
bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.*

Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya Desa tersebut, diatur lebih
lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal
1 (6) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam
pasal 1 (7) dikatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa
adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.**

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan
pemerintah Desa. Pemerintahan Desa ini adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintah Negara Kesatauan Republik Indonesia.

*pyrwoto, Undang-Undang Desa, Kelurahan dan Pemerintahan, (Jakarta : Pustaka
Mahardika, 2009)h 101
*lbid, h 110
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Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
a. Pengertian Desa

Kata desa awalnya berasal dari bahasa India yakni swadesi yang
berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang
merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta
memiliki batas yang jelas.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia®®.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-
cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara republik
indonesia tahun 1945.Dalam menjalankan ketatanegaraan negara Republik
Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu
dilindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuatdalam

%2 Sadu Wastiono, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: CV. Fokus
Media, 2007), him. 7
%Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1
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melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera.

Desa suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai
suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisai pemerintahan terendah langsung di
bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam
ikatan negarakesatuan republik indonesia.*

Mengingat bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh jumlah
penduduk dan mempunyai organisai pemerintahan terendah lansung
dibawah camat, menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa
pembentukan, pemecahan penyatuan dan penghapusan maka undang-
undang terjadinya hal-hal tersebut. Dalam melaksanakan hal-hal tersebut
perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan
jumlah penduduk.

Persyaratan itu harus di perhatikan supaya desa yang di bentuk atau
yang di pecah itu dapat di harapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu
wilayah yang mempunyai pemerintahan terendah langsung di bawah camat
yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk
pembangunan

Pembentukan desa di tetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota denga mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal

3 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him58
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usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan
dan potensi desa.®

Sebagai  perwujudan  demokrasi, dalam  penyelenggarakan
pemerintah desa di bentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain
yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang
berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dalam penyelenggaraan
pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan
desa,anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di
desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra
kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan®.

Kepala desa pada dasarnya bertangguang jawab kepada rakyat
desayang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya di
sampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan
laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan
imformasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus
memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa
untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-

hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya tersebut.®’

% Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 8

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 211, Jo
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Titik triwulan tutik, konstruksi hukum tatanegara indonesia, pasca amandemen uud
1945, (jakarta: prenada media group, 2010), him 278
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b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa yaitu merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan hakasal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di
hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia®®.

Pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan adalah satuan
organisasi terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang
berdasarkan asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan beratnggung
jawab langsung kepada pemerintah walayah Kecamatan yang bersangkutan

Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisai. Organisasi itu
haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan mengingat
kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal.
Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa
(LMD), yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa,
Staf/Kepala Urusan, serta Kepala Dusun®.

Sederhanaanatara lain berarti mudah di sesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi setempat. Dalam hubungan ini yang di seragamkan adalah
struktur minimalnya. Struktur menimal itu haruslah mengandung tiga unsur-
unsur organisai, antara lain:

1. Unsur kepala yaitu Kepala Desa

2. Unsur pembantu kepala atau staf

%8peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
% Soerjono Soekanto,Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, (Jakarta:
CV. Rajawali, 1986),hIm 22
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3. Unsur pelaksana (teknis) fungsional dan teritorial
Kedudukan (dan oleh kerena itu juga fungsi dan peranan) adalah jamak:
a. Alat pemerintah yang lebih atas di desa yang bersangkutan
b. Alat desa dalam melakukan fungsinya sebagai subyek pembangunan
c. Khusus buat desa berotonomi desa, alat desa dalam menyelenggarakan
rumah tangganya.*

Dalam  membantu  pelaksanaan  fungsi  penyelenggarakan
pemerintahan desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa
yang ada sebagai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga
kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai
mitra pemerintah desa**

Urusan-urusan dekonsentratif merupakan urusan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat yang di limpahkan wewenangnya kepada
instansi vartikal di bawahnya. Pemerintah itulah yang merencanakan,
membiayai, mengawasi dan yang bertangguang jawab secara keseluruhan.
Pelaksanaan operasional yang di tugaskan kepada pemerintah desa sebagai
aparat pemerintah desa nasional kepada desa yang bersangkutan. Untuk
urusan ini, pemerintahan desa mendapat, atau perlu mendapat biaya, sarana,
peralatan, bahan, pedoman dari pemerintah yang lebih atas.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

*" Taliziduhun Ndraha, Dimensi-Dimesi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi Aksara,
1991), him24
' Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 94
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b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di
serahkan pengaturannnya kepada desa

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan undang-undang di
serahkan kepada desa*.

Rasyid mengemukakan dalam makna pemerintahan dalam segi etika
dan kepemimpinan, ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan
(sevice), pemberdayaan (empowermant), dan pembangunan (development).

a) Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti, meliputi rupa-rupa
kegiatan, dan dipakai untuk berbagai bidang study. Sejauh ini konsep
pelayanan publik (pelayanan kepada masyarakat) yang didefenisikan
sebagai penyedia kebutuhan publik yang karena jenis dan karakteristiknya
tidak diperjual belikan, atau kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau
undang-undang kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar waga
Neagara atau penduduk atas suatu pelayanan (public).

b) Pemberdayaan masyarakat pedesaan bukan hanya meliputi penguatan
individu anggota masyarakat, melainkan termasuk pula membangun
peranan-peranannya, dalam hal menanamkan nilai-nilai budaya modern
misalnya kerja keras, keterbukaan, hemat, dan bertangguang jawab.
Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial daerah dan

pengintegrasiannya kedalam kegiatan pemabngunan serta peranan

* Ateng Syafrudin, Suprin Na’a, Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan
Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa,(Bandung: PT. Alumni, 2010), him47
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masyarakat didalamnya melelui proses pembelajaran. Pemberdayaan
merupakan sebuah konsep yang dalam kegunaannya diberi makna yang luas
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

c) Siapapun yang belajar administrasi pembangunan yang populer sejak tahun
70-an akan memahami bahwa konsep development hanya dikarenakan di
negara-negara ketiga atau belum berkembang.*?

Pemerintahan desa bagian dari struktur formil pemerintahan
kabupaten/kota sebagai unit terdepan dalam pelaksanaanpembangunan.
Dengan demikian pemerintah desa beserta struktur lembaga kemasyarakatan
harus mendapat perhatian serius dari pemerintahan diatasnya. Peran dari
pemerintahan desa tidak hanya membuat program pembangunan namun juga
harus mampu memberdayakanseluruh masyarakat desa untuk keterlibatan dari
partisipasinya. Maka disini sangat menetukan fungsi lembaga kemasyarakatan
untuk memotivasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan
pembangunan sudah maksimal atau belum.

Disamping sebagai organisasi sosial pemerintah juga termasuk salah
satu bentuk sistem politik. Pemerintah secara umum mempunyai fungsi:

a) Penyediaan pelayanan

b) Pengaturan

¢) Pembangunan

d) Perwakilan

e) Koordinasi dan perencanaan.**

**Rasyid, Muhammad Ryas, Makna Pemerintahan , Di Tinjau Dari Segi Etika Dan
Kepemimpinan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widia. 2002), him16
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c. Kewenangan Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggraan
pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat desa. Pelaksanaan kewenangan berdaasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di atur dan diurus oleh desa.

Penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada desa
meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.*

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan
pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi
dan atau pemerintah kabupaten.*°

Pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada
desa harus di sertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Sejak runtuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, yang
kemudian di gantikan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, seluruh
energi bangsa Indonesia diarahkan untuk melihat pengelolaan pemerintah

daerah. Lebih kurang tiga tahun implementasi undang-undang tersebut,

* HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh, ( Jakarta:
PT. Prasindo Persada. 2003), him 10

** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 22

* HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, (Jakarta: Pt. Grafindo
Persada, 2007), him 97
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terdapat pro dan kontra terhadap subtansi dan materinya sehingga harus
dibongkar untuk menemukan formulasi yang tepat bagi keberadaannya
sistem pemerintah yang berbasis lokalitas.

Namun satu hal yang menjadi titik penting undang-undang tersebut
adalah memposisikan daerah sebagai basis pemerintah lokal yang relatif
mandiri di dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dari banyak sudut
pandang. Seperti misalnya kemendirian pemerintah lokal dalam melakukan
proses politik, administrasi, maupun fiskal.

d. Fungsi desa
Adapun fungsi dari desa adalah:

a. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland
atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan
pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti
kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari
hewan.

b. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung
bahan mentah dan tenaga kerja.

c. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa
manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Potensi fisik desa meliputi antara lain:
a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang

merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
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b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk
kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.

c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.

d. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber
bahan makan dan sumber keuangan.

e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai
produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:

a. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat
merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas
dasar kerja sama dan saling pengertian.

b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa
yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.

c. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya

pemerintahan desa.

. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-
cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,
Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
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menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa
dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk
Undang-Undang tentang DesaPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri
secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut,
pemerintah Desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
melalui laporan pertanggungjawaban Desa yang disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat.

Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala
Desa juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses
dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan BPD
untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan Kinerja
kepala Desa. *" Di samping itu, dalam peraturan pemerintah tersebut juga
diatur mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan
kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.*®

“’Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Jakarta : Nusa Media 2013) h. 31
*“Ibid, h. 33
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
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melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
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kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Menteri adalah menteri yang menangani Desa.*

* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



